BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Konsumen pengguna jasa layanan parkir kendaraan bermotor seringkali
merasa dirugikan dengan penggunaan klausula baku dalam karcis parkir.
Klausula baku yang tercantum dalam karcis parkir misalnya berupa kata-kata
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: “Kendaraan rusak/hilang, risiko sendiri”, “segala kehilangan kerusakan atas

kendaraan yang diparkir dan barang-barang di dalamnya adalah resiko
pemilik sendiri”, “segala kehilangan/kerusakan atas kendaraan selama parkir
dan barang-barang di dalamnya adalah tanggung jawab pemilik, tidak ada
penggantian dalam bentuk apapun” dan sebagainya.

Klausula semacam ini adalah klausula baku yang menyatakan pengalihan
tanggung jawab pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUPK,
klausula semacam ini adalah dilarang. Ternyata kenyataannya dalam praktek
sehari-hari, klausula baku tersebut masih banyak ditemukan dalam karcis
parkir yang dibuat oleh pengelola jasa layanan parkir kendaraan bermotor di
wilayah Kota Yogyakarta. Penggunaan klausula baku ini sangat merugikan
konsumen karena jika terjadi kehilangan kendaraan yang diparkir, konsumen
akan menemui kesulitan untuk menuntut ganti rugi, karena pelaku usaha
selalu berdalih bahwa kehilangan kendaraan yang diparkir adalah tanggung

jawab konsumen sendiri, sesuai ketentuan dalam karcis parkir, sehingga di

sini tidak ada perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa layanan
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parkir.

Dengan berlakunya UUPK, perlindungan hukum yang diberikan kepada
konsumen pengguna jasa layanan parkir dalam hal konsumen mengéieuni
kerugian karena kehilangan kendaraan yang diparkir, adalah dengan
menempuh alternatif penyelesaian sebagai berikut :

a. Melakukan musyawarah dengan pelaku usaha untuk menyelesaikan

masalah dan menentukan besarnya ganti rugi.
b. Mengajukan tuntutan hak langsung melalui lembaga peradilan, misalnya

dengan mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti kerugian.

2. Upaya pihak pelaku usaha penyedia jasa layanan parkir kendaraan bermotor
di wilayah Kota Yogyakarta dalam mensikapi ketentuan Pasal 18 UUPK
tentang larangan penggunaan klausula baku kurang memuaskan. Hal ini
disebabkan kurangnya sosialisasi tentang UUPK, sehingga para konsumen,
termasuk para pelaku usaha kurang memahami akan hak-hak dan kewajiban-
kewajibannya. Pa;a pelaku usaha menyatakan bahwa pencantuman klausula
baky dalam karcis parkir dimaksudkan hanya sebagai peringatan kepada
konsumen agar ikut menjaga keamanan kendaraan yang diparkir. Namun
para pelaku usaha tetap konsekuen tidak akan menghindar dari tanggung

jawab apabila terjadi peristiwa hilangnya kendaraan yang diparkir.

B. Saran
1. Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa layanan parkir kendaraan

bermotor harus benar-benar mendapat perhatian dari semua pihak,
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terutama pemerintah dan pelaku usaha. Hal ini mengingat bahwa layanan
parkir saat ini telah menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.
Larangan penggunaan klausula baku dalam karcis parkir yang sangat
potensial merugikan konsumen sudah saatnya untuk dipertegas dalam
pelaksanaannya di lapangan.

Pada saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta tengah menyusun draft
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan
Perparkiran untuk mengganti Perda Nomor 10 Tahun 1994. Kesempatan ini
hendaknya digunakan Pemerintah Kota untuk menegaskan konsistensinya
dalam memberikan perlindungan konsumen, dengan mengimplementasikan
ketentuan UUPK dalam penyelenggaraan jasa layanan parkir di wilayah
Kota Yogyakarta. Hal-hal yang harus termuat dalam Perda yang akan datang,
selain larangan pencantuman klausula baku dalam karcis parkir, juga harus
ditegaskan mengenai tanggung jawab penyelenggara perparkiran apabila
terjadi kehilangan kendaraan yang diparkir. Dalam karéis parkir sebaiknya
juga dicantumkan akan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha,
sehingga kedua belah pihak akan saling memahami hak dan kewajibannya
masing-masing, tanpa harus memberikan ketentuan peringatan seperti

pencantuman klausula baku.

. Perlu dilakukan sosialisasi UUPK secara selektif dan efisien, schingga

implementasi UUPK di dalam masyarakat dapat berdaya guna dan berhasil
guna, untuk menghindarkan terjadinya kerugian terutama di pihak
konsumen, bahkan diharapkan akan memawa keuntungan bagi semua pihak,

baik konsumen maupun pelaku usaha. Sosialisasi UUPK ini sangat
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penting dilakukan, mengingat pada umumnya konsumen dan pelaku usaha
kurang memahami akan hak-hak dan kewajibannya, bahkan mereka tidak
mengerti bahwa telah diundangkan UUPK yang dapat menjamin dan

memberikan perlindungan hukum kepada mereka.
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